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WALIKOTA PALEMBANG 

PERATUR.AN DAERAH KOTA PALEMBANG 

NOMOR 1 2 TARUN 2012 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERA'I'URAN DAERAI-I KOT/\ PALEMBANG 
NOMOR 9 TAHON 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI 

DAN TATA KERJA DlNAS DAERAH KOTA PALEMBANG 

Meniml)ang 

Menginga,t 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa dengan adanya perkcmbangan dan perubahan 
peraturan perundang-und;mgan di bidang administr-asi 
kependudukan serta dalam rang~ pelaksanaan Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tenLang Administt'asi 
Kependudukan, maka perlu melakukan perubahan dan 
penyempurnaan terhadap Struktur Organisasi Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim-ana dimaksud 
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraluran Daerah Kota Palembang 
N'omor 9 Tahun 200& tenta.ng Pcmb.entukan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dnerah Kota Palembang. 

l. Undang-Undang Nomot" 28 Tahu.n 1959 tenrang 
Pembentukan Daerah 'l'ingkat 11 dan Kotapraja di Sumatera 
Selatan (Lcmba.ran Negara Republik lndone!,ia Tahtl.n 1959 
Nomor 73; Tambahan I..embaran Ncg.u-a Republik lndonesi_p 
Nomor 1821); 

2. Ondang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 teo,tang Pokok-Pokok 
Kepcgawaian (Lembar-.in Negara Republik Indonesia 
Ta.hun L974 Nomor 55, Tambahan Lemba.rao Negara 
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahw:i 1999 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahwi 1999 Nornor 169, 
Tambahan Lernbanm Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik fndone•sia Nomor 4437) se_bagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakh.ir dcngan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahau Kedua Atas U.ndang-Undang 
Nomur 32 Tahun 2004 temang Pemerintahan Daerah 
(1..emba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republl.k Indonesifl 
Nomor 4844); 



4. Undang•Undai,g Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan R_ep1,tblik Indonesia (Lembamn Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan 
.Lembaran Negara Republik [adonesia Nomor 4634); 

5. Undang-Undang Nomor '.:!,'3 Tahun 2006 tcntang Administrasi 
Kependudukan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
TA.hun 2006 Nomor 124, 'l'ambahan Lemharan ·Negara 
Republik Tndo11esia N-0mor 4674); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun. 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lemba.ran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembar!lli Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Noinor 12 Tahun 20 l 1 tcntang 
P(:irribenLukan Per-aturan PcrtU!dang-undangan (Lcmbaran 
Negara Rcpublik lnd.onesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lcmbatan Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Lentang 
Pclaksanaan Undang-Undaag Nomor 23 Tahun 2006 tcntang 
Administrasi t<:epc ndudukan (Lembaran Negara Repu.bli.k 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Leinbaran 
Negara Republik fndonesia Noruor 4736); 

9. Pernluran Pemerintah Nomor 3·s Tahun 20◊7 tentang 
Pembagian Urusan Pemcrintahan Anlara Pemer:intah, 
Pcmcrintahan Dacrab J>rovinsi dan Pcmerimahan Daer.ili 
1<abup1nen/Kom (l..embaren Negara Republik Indonesia 
Tabun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republi.k Indonesia Nomor 4737); 

10. Pc1-aturan Pcmerinti:i:h Nomor 41 Tahun 2007 rem.ang 
Orgaaisasi Perangkal Daerd.b (Lcmbaran Negara Rcpublik 
hldonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembara.n 
Negara Republik Tndonesia Nomor 4741); 

11. Peraturan Presicli::n Rcpublik Indonesia No mor 25 
Tahun 2008 tentang Persynrata.n Tata Cara Pendaftard.P 
Ke_pendudukan dan Pencatatan Sip!l ; 

12. Peratru:an Pre~id1:11 Rcpublik Indonesia Nomor 67 
1'ahun 2011 tcntang Perubahan Kedua Atas Peraluran 
·PTesiden Nomor 26 TAhun 2009 tentang Pener-,;1.pan Kartu 
Tanda Penduduk Berba:,;is Nomor Lnduk Kepenc!udukan 
Secara Nasional ; 

13. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 57 Talmn 2007 
tentang Petunjuk Teknis Pcnalaan Orgarusasi Perangkii_t 
Dacrah, sebagaimana L.eh-t.li diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalan1 Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentangpembal1an J\tsl.s­
Peraturan Menteri Dalam Negori Nomor 57 !J'ahun 2007 
renmng Petunjuk Tcknis Penaraan Organ.isasi ·Pc rangkar 
Daerab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 537); 

14. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 62 Tahun 2008 
ten:ta'ng St.andar Pelayanan Minimal Dibidang Pcmerintahan 
DaJam Negcri di Kab1.1pa.ten / Kcitn; 

LS. Peraturan Menleri Dalam Negeri NomQr 12 Tahun 2010 
ten.tang Pedri~an Pc::ncatata.11 Pcrkaw:infill clan Pclaporao Akto 
yang diterbitkao olch negara Jain ; 



Mcnetapkan 

16. Peraturnn Mentc1:i Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 
tcnlang !i'ormulir dan BukLi yang c;ligunakan dalam 
Pcndafla.r:an Penduduk dan Pencatatan Sipil ; 

17. Peraturan Ment-er1 Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 
Lentang Pedoman Pcnerbitan Kartu Tanda Pcmdudt1k 
Bcrbasis Nomorlnduk Kcpcndudukan Se<:ara Nasional; 

18. Peraturan Mente1i Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 
tenLang Pene rbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebagai 
Aldb.i.t Perubaban Alamat; 

19. Peratura.n Menteri DaJam Negeri Nomor 25 Tahun 201 I 
tenta:ng PedomAn Pengkajian, Pengembangan dim 
Pengclolaan Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan; 

20. Peraturan Memer:i Dalam Ncgeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembcntukan Produk Hukum Dae.nm (BeritA Negara 
Rcpublik lndonei;ia Tahun 2011 Nornor 694); 

21. Kcpulusan Bersama Mcnleri Oalam Negeri dan Menteri 
Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 dan 
Nomor. 532 Tahun 2003 tentang Pclaporan PerzyeJenggaraan 
Pencacatan Nikab, Talak,- Cerai dan Ruju.k ; 

22. Peraturan Dac.l'ah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 
Lentang Uru!;an Pcmcrintahan Kota Palembang (Lcmbaran 
Dacrah Kola Palembang Tah.un 2.008 Nomor 6); · 

23. Peraturnn Daerab Kota Palemban~ Nomor 9 Tohun 2008 
tentang PembenL_ukan, Susunan Org~isasi dan Tata Xerja 
Dinas Dae111h Kola PalcmbAng (Lembaran Dacrah Kota 
-Palembang Tahun 2008 Nomor 9) sebag_aimana telah diubah 
tlengan ~Peraturan Daerah Nomor 7 'raht111 2012 Lenlang 
Pembcntukan, Sus'l.man Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daer.ah Kota Palcmt,ang (Lembaran Daerah Kota Palembang 
Tahun 2012 Nomor 7). 

Oengru1 Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT OAF:Rl\fl KOTA PALEMBANG 

dan 

WALlKOTA PAl,F:MBANG 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG Pfi:RURAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN DJI.ERAH KOTA PALEMBANO NOMOR 9 
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGAl"llSASI 
DAN TATA KERJA DLNAS DAERAH KOTA PALEMBANG 

Pasal T 

Beberapa kctcntuan <la.lam Peraruran Daerah Kot.a Palembang 
Nomor 9 Tohun 2008 tentang Peml>entukan, Susunai1 O.rganisasi 
dao Tata K.crja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembara.ri Daerah 
Kota Palembang Tahun 2008 Nornor 9) sebagaimana Lelah diubaJ1 
den_g~n Pernturan Daera.h Nomor 7 Talmo 2012 temang 
Pembenlukan, S·usuuau ·Orgailisasi <;Ian 1'ata Kerja ni_nas Dae.rah 
Kota Palemb9ng (Lembaran Dae.rah Kota Palembang Tahun 2012 
Nu1nu1 7) lliuu<i.l 1 :sel;ag_ai be,•ikut . 



1. Ketentuan BAB Vlll Bagian Pertama Pasal 28 sampai dengan 
Pa~al 30 diubab, schingga berbunyi sebagai berikut : 

BAB V1U 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATA1'/\N SIPJL 

Bagian Pertama 

Kedudukan, Tugas .P.okok clan l<' ungsi 

Pasal 28 

(1) Dinas Kependudukan dari Pencatatan Sipil adalah unsur 
pela.ksaua urusan daerah ilibidang ad.minislrasi 
kependuduka:n btm.la=kan kewl'J1angan yang dimiliki 
pemerinta.h daerab sesuai dengan ketcntuan petaturan 
perundang-undangan yang bcrlaku. 

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipi.mpin oleh 
seorang l<epa.la Dinas yang bcratla dibawah dan 
bertanggtmg j awal> kepada Walikota me.lalui Sek.cetaris 
.Daerah_ 

Pasal 2g 

Dinas Kcpcndudi.lkan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas 
pokok melaksanakan scbagian urusan pemerintahan daerah 
berdasarkan al-as otonomi dan tugai. pembantuan pi bidang 
~dministrasi kependudukan. 

Pasal30 

Untu.k melaksana.kan tugas pokok scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
mcmpunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan telmis bidang administrasi 
kependudukan. 

b, Penyelen_ggaraan se_bagian urusan pemerintahan dan 
pelayanan umurn bidang administrasi kependudukan. 

c. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan administrasi 
ki:pe nd utlukan. 

d . PengaLuran, pcn_gcndalian, pengawasan, clan pemherian 
peJayan-an bidang administrasi kependudukan. 

e . Pelak~anaan kebijakan bidaog penpaCtaran penduduk. 
r. Pelaksanaan kcbijakan bi(lang pencatatan !>ipil. 
g. Pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan fnformasi 

administrasi kependudukan. 
h. Pelaksanaan kebijakan bidang pengemoongan kebija.kan 

kependudukan. 
i. Pelaksanaan pelayanan tt:knis ketatausahaaa Dlnas. 

j. Pelaksanaan tuga$ yang diberikan oleh Walikota sesuai 
dengan rungsi dan tugasnya. 



2 . Ketentuan Bagian Kedua, pasal 31 ,ayal (1) clan ayat (2) 
diuba h dan bcrbunyi sebagai berikut : 

Bagian Kcdua 
Susuoan Organisasi 

Pasal 31 

(1) Susiman Organisasi Dinas Kependudukan 
Pencatatan Sipil, tcrdiri dari : 

a. Xepala Oinas 

b. Sekretariat, membawabi : 
l. Sub Bagian Perencanaan clan Pdaporan. 
2 . Sub Bagian Kellfil"\gan. 
3, S,ub Bagi-an Umu.m dan Kepcgawofan. 

c. Bidang Pcndaftaran Pcnduduk, rneriibawahi : 
I. .Seksi ldentitas Penduduk. 
2. Seksi Mutasi Pc.nduduk. 

dan 

3. Seksi Pengawason Dokumen Pc.ndaftaran Penduduk. 

d. Bidang Pencatatan S.ipil, membawahi: 
L Seksi Perkawinan clan Pcrccraian. 
2 . Scksi Kelabiron dan Kematian . 
3 . Seksi Dokumentasi clan Pelayanan Pengaduan 

Masyara.kat. 

e. Bidang Pengelolaan lnfonnasi Administr.asi 
Kependudukan, membawahi : 
I . Seksi Pengelolaar, dan Penyajian Data. 
2. Scksi Tcknologi InformasL 
3 . Seksi Teknologi J aringan Komunikasi Data. 

r. Bidang Perkembangan, Penyerasian Kebijakan dan 
Perem.:anaan Kependuaukan, membawahi : 
1. Seksi Perkembangan Kependudukan dan Komunikasi 

lnfonnasi dan Edukasi. 
2 . Seksi Penyerasian Kebijakan Kepemludukan. 
3 . Seksi Perencanaru1 Kcpendudukan. 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas 

h . Kelompok Jabatan Fungsional 

(2) Baga.n strukt1.1r organi,;asi Dinas Kcpcn<ludukan dan 
Pc.ncatl:ltan Sipil, !.ebagaimana tercantum dalam Lampiran 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
P~.raturan baerah inL 

3. Dian:t:ara Pasal 81 <lan Pasal 82 disisipkan 1 (sam) pasal, 
yakni Pasal 81 A sehinggf.l, berbunyi sebagai berikut : 

Pada saat Peraturan Daerah ini omlai bcrlaku, ketenrua.n 
Pasa1 28 sampai dcngao· Pa.sal 31 Peroturan Daerah Kota 
Palemba.ng Nomor 9 Tahun 2008 rcntang Pcmbcnrukan, 
Susuna.n Organisasi dan Tata Kerja Dina.s Daerab Kota 
Palembang (Lcmbaran Daerab Kai.a Palembang Tahun 2008 
Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 11 

Peraturan Daerai'l ini mulai berlaku pada tanggal 
clitmdangkan. 

Agur seliap orang mengetaltui11ya, memerintahkm1 
pengunctangan Peraluran Daer;ib ini, dengan pencmpalannya 
dalam Lembaran Daera.h Kota Palembang. 

Diundangkan di Palembang 
Pada tanggal 1.2 - 1 i - 2012 

SEKRE-"TARIS DAERAH 
KO.TA P.1\LE.MB/\NG, 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal 1'2 Ocset"\le:- 2012 

WALll(01'A PALEMDANG, 

H, EDDY SANTANA POTRA 

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG '1'1\HUN 2012 NOMOR 1'2. 
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11.AMPI RAN Pl::R..\ TU RAN IJAf:ltl\H K<)1',\ PA!.EMSANC 
NOM()R ; 12 'l'ArnJN :!012 
1'E;NTANC 
Pf~RIJA/\1-11\N KIIDU/\ A'r(1S P£1~A1'lJRAN D,\ERAH KQ'l'/\ PAl..1~11113ANC NOMOR 9 
TAHUN 2008 'J'BN1'ANO PEM.BEN1'lJKAN, SUSUNAN ORCANISASI DAN 'rt.'!'/\ KERJA 
Dl~MSDAl::Rllf+KOTA l'ALti:MBAN0 

B AGAN S'f RUKTUR O R(;ANLSASI 
D.INAS KEPENDUDUKAN DAN PE:NCATA'fAN SlPtl..KCYrA PAl,EMBANG 

I KEPALA D INAS I 
I SE.l<RETA'RIAT 

KELOMPOK JA8NrAN I I 
I PUNGSIONA1 
I I I 

I 
I I I I I I I 

SL:BBAO PF.RF.NC:ANMN I 
SUBBA.G ISUJ3!3AC UMUM 0 /\N _I l I I I I I I 

DAI\' PELAPOAAN KEUANOAN K.E~li:G/1 W Alll.N 

I I I I 
BU)ANC 

I 
E'llDANC PENG£LOl,AAN f'ERKE MUAN(llll'.i, Pl/N't'ERAS!I\.~ BIOANG PE tIDAF:'l'ARAN 

Bto/\NG PENC,\TATAN.SIPIL INFORMt\SI ,t1t) MINfSTRASI lCEBIJAKAN & ?Er.mNCANAAN PIDNDUDUK 
KEPENDUl'.>UKJ\N KP,PE!•.OUDUK.AN 

I I I 
I 

SEiKSI PENCE:J.01,M .N ,Di\N 
SF.KS! S£l(SI PEl~KAWIJ:11,\ N DAN -

P~NY/\JIAN DATA l'ERlillM BANC AN KJ!:P!!:NOUOJJK,,l'I 
SEJ<SI IDENTITt\$ PeND UDUJ( r-

, Pl:l~Cl{ RAIAN - .& KOMUN l lv \ $1 INr'ORMASI 
DA~ ED'U!(ASI 

r- SP.KSI TEKNOLOGJ INPOnMASI -i S'EI\Sl 
SEKSJ MU'rAsr PENDlJDUK SEKSI Kli:I.Al-l.fRAN !)AN I 

PENYER,\ SIAN KEBIJ,\f{i\N J<Ti:MATIAN y SEKSI TEKNOLOG.1 JARINGAN 
,_ 

KEPENDODURAN 
SEKSI l'ltNC AWi\SAN DOKUMEN KOMUNIKASI DNl'J\' y $1:il{SJ S'mKSI DOKUMENTI\SI OJ\ 'I PENDArl'ARAN Pl~NDlJDOK - PE:l.AY.MMN PEN(;1\])UAJII· PERENCANAAN K£PENDUDU1"'N 

MASYARAK:.\1' 

I UPT'D l~~-a_{~tf 

H. Eom· SANTANA PUTRA 


